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PERMASALAHAN PENYEDIAAN DATA BERKUALITAS

Instansi “B” ( Instansi “C” : Instansi “D”

Data yang tersebar pada instansi baik di pusat maupun daerah dengan tidak
saling terhubung sehingga mengakibatkan ketidak akuratan data, ketidak
lengkapan data, kelambatan penyampaian yang berujung pada pengambilan
keputusan yang tidak tepat

Permasalahan Teknis ,. Permasalahan Non Teknis
1. Kesiapan Infrastruktur yang beragam 1. Ego Sektoral
2. Bermacam aplikasi beragam data dan 2. Regulasi yang belum mendukung
metadata 3. Pemahaman dan Wawasan yang

3. Perbedaan Metodologi beragam



PERMASALAHAN DATA SPASIAL

TUMPANG TINDIH LAHAN PERTANIAN
DENGAN PERIZINAN LAINNYA

Legenda:

///// Pertanian Eksisting

% Potensi Pertanian

- Pertanian Eksisiting dalam Izin Pertambangan

Pertanian Eksisting Dalam Kawasan Kehutanan
- Pertanian Eksisting dalam Izin Kehutanan
Pertanian Eksisting dalam ijin Perkebunan
Potensi Pertanian Dalam Kawasan Kehutanan
i - Potensi Pertanian dalam Izin Kehutanan
D Potensi Pertanian dalam Izin Pertambangan
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FUNGSI DATA UNTUK DOKUMEN PERENCANAAN

= Pasal 260 UU 23/2014

Berisi tentang Perencanaan

BAPPEDA Pembangunan Daerah

RKPD

« BARII « BAB Il

Pasal 11 UU 16/1997

« BABII « BAB IlI Berisi

N _ erisi tentang penyelenggaraan,
- BAEB VIl BAB V pemanfaatan dan tata cara
perolehan data statistik dasar

Pasal 12 UU 16/1997

Berisi tentang penyelenggaraan,
pemanfaatan dan tata cara
perolehan data statistik sektoral




MANFAAT DATA DALAM PERENCANAAN

(DATA INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN) SATU DATA

KALIMANTAN
TIMUR

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0,00.0.00,01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan REHTERANERA HEVREDARA NEEARANGEN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap
3|es| 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan 83%
Perikanan
Jumlah Kawasan Konservasi PROVINS| SPASIAL

Terlaksananya Jumlah Pengelolaan
3 |25 |002|1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di 1 Kawasan
Luar Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Jumlah kawasan konservasi yang dikelola

3las| 2 | 1012 2K
Penetapan dari Pemerintah Pusat secara efektif dan berkelanjutan fwesen
3 |25| 2 | 1.01 | 3 |Rehabiltasi Wilayah Perairan Pesisic dan Pulau-Pulau Kecil Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau- S Hikre: | LAFWAyalpetaian, gkl dap Pl puiy KABUPATEN/KOTA SPASIAL
pulau Kecil yang direhabilitasi Kecil yang direhabilitasi
Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang
3125 2 [1.01 |4 |Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terfasilitasi peningkatan ketahanannya 1 Kawasan
terhadap bencana dan perubahan iklim
Tersedianya Jumlah Penerbitan Izin
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas i i
3 |25 |002|1.02 9 " Pemanfaatan Ruang Laut di Bawsh 12 SRR/ mah Penebian fan Pemanioatan Ruang Lkl i

Bumi . ) ) Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan
3|35 5 1|y Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan |zin Pengelolaan Ruang  |dan Prosedur Penerbitan |zin Lokasi dan Pt
: Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Izin Pengelolaan Ruang Laut diBawah 12 S

Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi




MANFAAT DATA DALAM PERENCANAAN

(SPASIAL PERENCANAAN)

Tentang Misi  Spasial Perencanaan

Kontak

Login as Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan -~

PROVINEL KALISANTAN TIMUR

SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

Spasial Perencanaan

Program

Program

Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

(3.27.03) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

Pekerjaan

Tahapan Sekarang Penetapan RKPD v

Pekerjaan

©

(3.27.03.1.01) Penataan Prasarana Pertanian

Pagu Rencana (Rp)

Lokasi (Rp)

e (3.27.03.1.01.01) Perencanaan Pengembangan Prasarana,
Kawasan dan Komoditas Pertanian

Catatan Verifikasi Tahapan

©

(5.1.02.01.01.0039) Fasilitasi Miniranch (Pagar, Shelter)

9,065,000,000

2021 © Copyright Spasial Perencanaan Kaltim. All Rights Reserved

Pilih Tahapan ~ u

Created By Nai 1 | Template by B




MANFAAT DATA DALAM PERENCANAAN e’
(SPASIAL PERENCANAAN) AU DATA

KALIMANTAN
TIMUR

Loaflet | Powered by Esn | google

2021 © Spasial Perencanaan Kaltim




MANFAAT DATA DALAM PERENCANAAN
(SPASIAL PERENCANAAN)

SATU DATA

KALIMANTAN
TIMUR

V’ N -o: . /
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mini ranch KT. Usaha Karya
Tani Il Kec, Samarinda
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Pagu null

Keterangan 1 Unit
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Leafiet | Powered by Esi | google
2021 © Spasial Perencanaan Kaltim




PERMENSOS NO 5/2019 TENTANG
PENGELOLAAN DTKS

Perencanaan
& Anggaran

Pemeriksaan

Kementerian PPN/

KIMENTERIAN VONM
SEPUNLIKENDOAE WA

RISTEXODIKTI

prop/kab/kota

L (Y 7

AENOLISIAN NEGAKA
REFUBLIK INDONESIA

musdes/muske!

PEMANFAATAN - : w
_ [ Home visit
' &
6 PENDATAAN &
Penerbitan SK oleh PSKS di
DTKS O'Eh Desa di-

Kemensos )
(3an, Apr, Jul, Oct koordinir
Prelisted NCAMLA’E

2
VERIFIKASI & VERIFIKASI
VALIDASI Data N\ Data oleh
oleh 82 DINSOS di
Kemensos gk kec/kab/kota

Validated
Data | 3

VERIFIKASI & VALIDASI
VALIDASI Data oleh
Data oleh DINSOS di
DINSOS di -

i kab/kota [%,

verifikasi

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan SoSiabEamenterian SOsiare.]



SEBARAN JUMLAH DIKS PERIODE OKITOBER 2020
BERDASARKAN KEPMENSOS NOMOR 146/HUK/2020

*) Data ditarik per tgl 18 Desember 2020

Provinsi

el —! Pilihan Level Wilayah _
| Provinsi v |
Kabqpaten/Kota

| (All) -

samarin >

[7] KOTA SAMARINDA

} Cancel Apply

20 km

® 2021 Mapbox © OpenStreetMap

Jumlah Individu

a A rmma

Jumlah Ruta Jumlah Keluarga Jumlah Individu
42412 48.192 146.691
Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Ruta Jumlah Keluarga Jumiah Individu Avg. Jum Kel/Ruta Avg. Jum Indiv/Ruta

KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA 42.412 48.192 146.691 1,16 4,20
Grand Total 42.412 48,192 146.691 1.16 4,20




PENYELENGGARAAN anats

MAP

SATU DATA KALIMANTAN TIMUR
(DASAR HUKUM)

KALIMANTAN
TIMUR

DRAFT

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

BAPPENAS

B I G SATUDATA KALIMANTAN TIMUR

BPS

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBEENUR KALIMANTAN TIMUR,

Peraturan Presiden No.39

Meminbang ¢ a0 bahwa dalam ranglo mewigndican keterpaduon perencanana,
pelaksanamn. evaluss: dan pengendalian pembangunan perle
didulung dengen data vang akwat, mutskhir. terpadu. dapat
dipertangmungjawabkan, mudah diakses den dibagipakaikan
serta diloelola secara selosama. terintegrasi dan berkelsnutan;

b, bahwa untnk memperoleh Dats weng aborat, matakhir,
terpady, dapat dipertanggmgjawabkan. modah digkses dan
dibagipakakan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang
dilasillean oleh Panenntah Pronansi melalu
penyelenggaman Satu Data Kalimentan Timur;

. bahwa wnruk melaksansken kerenman Pasal 21 aym (5).

Tahun 2019

Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk

mengatur penyelenggaraan tata Kelola BAPPEDA b kamson ktan Pas 21y (5
. . ; 'as ZJ‘MLE}‘ n Pazal X4 ayat (5) nmul\.an ‘rea

data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan R e e e T e

Instansi ~ Daerah  untuk  mendukung DISKOMINFO st el

Mengingst : 1. Pasal 18 ayst (6} Undang-Undang Dasar Negarn Republik

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan BIRO HUKUM indonesn Tabun 1945
2. Undsng-Undang Nemor 25 Tabun 1956 tentang
H Pembentukan Dacrab-Dacrah Ctopom Propinsi Kalimantan
pe n ge n d a | lan pe m ba ng unan. Barat, Kalmnantan Selatan dan Ealimantan Tiur:

. Undang-Undang Nomor 16 Talin 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahvn 1997 Nomor
39, Tambahan Lembar Negarm Fepublik Indonesia Nomor
3683);

. UndangUndang Nomor 4 Talun 2011 tentang Tnformasi
Geospasial (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun
2011 Nomor 40, Tembahan Lembsran Negars Republik

SATU DATA . Zl-l;lﬁi::a‘h:u;::l ul:nm i s
INDONESIA 5. UndangUndang N 23 Tah

n

a

-

2014 tentang




Pra-Forum Satu Data
Indonesia

- Identifikasi Data: Sebuah tahapan

untuk menginventarisasi
ketersediaan data dalam suatu
instansi

- Harmonisasi Data: Kegiatan
untuk memetakan kondisi
implementasi standar data dan
menyelesaikan tumpang tindih
penyelenggaraan data antar

instansi

Tahapan Perencanaan Data

produsen data dalam suatu t

Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi, koordinasi, dan
fasilitasi terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Forum Satu Data Indonesia

Pembahasan Daftar Data dan Data
Prioritas:

Tahapan untuk mendiskusikan Daftar
data dan data prioritas pada tahun
penyelenggaraan Satu Data

Pembahasan Rencana Aksi:

Tahapan untuk membahas kegiatan dan
pengembangan lain untuk mendukung
program SDI

Penetapan Daftar Data dan Data
Prioritas:

Agenda untuk menetapkan daftar data
dan data prioritas yang mencakup jadwal
pemutakhiran data tersebut.

Penetapan Rencana AKksi:
Penetapan isi rencana aksi yang
disepakati oleh Forum SDI

SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

Pasca Forum Satu Data

Indonesia

Penyepakatan Berita Acara

Kesepakatan Forum Satu Data
Indonesia:

Tahapan bagi penyelenggara SDI
untuk mereviu dan menyepakati
hasil kesepakatan Forum melalui
penandatanganan berita acara.

Diseminasi Berita Acara
Kesepakatan Forum Satu Data
Indonesia:

Tahapan untuk mendiseminasikan
dokumen Berita Acara Kesepakatan
yang sudah ditandatangani oleh
penyelenggara SDI.

Penyusunan dan Penetapan
Ketetapan Menteri PPN*:

Jika dibutuhkan, maka Data Prioritas
dan Rencana Aksi SDI dapat disusun
secara formal melalui ketetapan




PENYELENGGARAAN
SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Qﬁ e (3%

PENGUMPULAN DAN
PEMERIKSAAN DATA

PERENCANAAN DATA

1. Pra Forum Data (Juli 2021)

- Data Statistik dan Data Spasial
- Bulan Nop s/d Desember 2021
2. Forum Data (Oktober 2021)
3. Pasca Forum Data (November 2021)

SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

= %

PENYEBARLUASAN DATA

- Portal Satu Data Kalimantan Timur
- Bulan Januari 2022

Data dikumpulkan berdasarkan DAFTAR
DATA yang dihasilkan pada Forum Satu
Data

Data yang dipublikasikan di Portal Satu Data
Kalimantan Timur sesuai DAFTAR DATA

Forum menghasilkan DAFTAR DATA yang
disepakati bersama




FORUM SATU DATA
KALIMANTAN TIMUR

( /7ﬂﬂ,§T H
Mﬂp

PROVINEL KALIAANTAN TIMUR

SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

Pembina Data, Walidata dan Walidata pendukung
berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu
Data Kalimantan Timur

Forum Satu Data Kalimantan Timur berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data

Kalimantan Timur mengenai :

a. Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;

b. Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data,
pemeriksaan data, penyimpanan dan penyebarluasan data;

c. Pelaksanaan Rencana aksi Satu Data Indonesia;

d. Penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik secara terpadu dalam penyelenggaraan
Satu Data Kalimantan Timur;

e. Kerjasama penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain
pemerintah; dan

f. Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur.

g. Forum Satu Data Kalimantan Timur melaksanakan pertemuan koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun
dalam rangka melaksanakan tugasnya.



PENYELENGGARAAN SDI SECARA TERPADU

PEMBINA DATA
Prinsip SDI

Data Prioritas

SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

Tidak Sesuai Tidak Sesuai
Prinsip SDI Prinsip SDI

PRODUSEN DATAm WALIDATA
3 X

Pemeriksaan Data
(Pasal 34)

FORUM SDI
TINGKAT PUSAT,
PROVINSI, KAB/KOTA
e ® o

T

PEMBINA?ATA
BN

Pemeriksaan Data

Prioritas lanjutan
(Pasal 35 ayat (2)

Pengumpulan Data

(Pasal 26) (Pasal 32)

Daftar Data

Standar Data § Kode Referensi

% — oS
» Daftar Data (Psl 27) QQ

{ Daftar Data Prioritas
(Psl 28)

I + Rencana Aksi (Psl 29)
I

I

I

I

Sesuai
Prinsip
B o S0l NES—

PORTAL
SATU DATA
INDONESIA

*» Kode Referensi

» Data induk

* Arsitektur Data

* Permasalahan lainnya
* Rencana Aksi

Penyebarluasan Data

(Pasal 36 ayat (2)) V:WALIDATA

Pengaturan Akses

_

Data Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan,
Mudah Diakses, dan Dibagipakaikan

* Peraturan Menteri
tentang Data Prioritas
yang akan dikumpulkan

dan Rencana Aksi (Psl
30)

- s S S .




RENCANA PENYEBARLUASAN DATA @newz
SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

Semns  Oasdutuk  Oawdpcss  Vauskal  Uvdswn  MemchoenDita
' ! l '

—t— L : \
PORTAL DATA SPASIAL i BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT -

mJJ onedataonemap.kaltimprov.go.id

SATU DATA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I PORTAL DATA STATISTIK
Il sidata.kaltimprov.go.id




Satu Data Kalimantan Timur
merupakan kebijakan tata
Kelola data pemerintah yang
bertujuan untuk menciptakan
data berkualitas, mudah
diakses, dan dapat
dibagipakaikan antar Instansi
Daerah serta terinterkoneksi
dengan Instansi Pusat.

Kebijakan ini tertuang dalam
Peraturan Presiden no. 39
tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia. Melalui Satu Data
Kalimantan Timur, seluruh
data baik data statistik
maupun data spasial dapat
diakses melalui portal Satu
Data Kalimantan Timur.

e Satu Data Kalimantan Timur

bukanlah program milik satu
atau dua perangkat daerah
saja, tetapi adalah program
milik Provinsi Kalimantan
Timur.

Demi mewujudkan Satu Data
Kalimantan Timur Untuk
Kalimantan Timur Berdaulat,
diperlukan kerjasama serta
koordinasi yang erat antara
Pembina Data, Walidata,
Produsen Data, Koordinator
Forum serta Sekretariat Satu
Data Kalimantan Timur.

SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

Satu Data Kalimantan Timur
tidak hanya menyediakan data
untuk keperluan Perangkat

s Daerah dalam perencanaan
pembangunan, tetapi portal
Satu Data Kalimantan Timur

= % juga dapat diakses secara gratis
¥ oleh akademisi, LSM maupun
.4 masyarakat luas yang

memerlukan data statistik dan
data spasial terkait Provinsi
Kalimantan Timur.




SATU DATA
KALIMANTAN
TIMUR

TERIMA

KASIH

#IngatPesanlbu

MEMAKAI MASKER
MENJAGA JARAK
MENCUCI TANGAN




